BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengatur pemerintahan
daerah menggunakan asas desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya
menyangkut pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara
pemerintahan dalam .négdf;i.:>As;a§‘dese;ltralisa;i‘teréebut kemudian diwujudkan
dalam pemberian otonomi daerah kepada setiap daerah provinsi dan
kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini juga didukung karena wilayah negara
Indonesia yang begitu luas, maka dalam menjalankan pemerintahan tidak
mungkin keseluruhan urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah
pusat. Maka dari itu, dipetlukan pelimpahan wewenang dalam menjalankan
pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perihal mengenai otonomi daerah sebagai wewenang yang dipegang oleh
pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
kemudian digantikan 'oleh Undang-Undang Nomor"' 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat sebagai UUPD). Otonomi daerah
secara sederhana dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam artian lebih
luas dapat dipahami sebagai berdaya. Sehingga otonomi daerah dapat dipahami

sebagai kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan



mengenai kepentingan daerahnya sendiri." Tujuan dari otonomi daerah adalah
sebagai perwujudan dari asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan
kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah
masing-masing.

Di Indonesia sendiri otonomi daerah pertama kali diterapkan pada masa
Orde Baru, ditengah gejolak tuntutan daerah terhadap berbagai kewenangan yang
timbul akibat pemerihtéhéﬁ' }:»/étylg\s‘ehtraiistik. dain‘ felaf berlangsung sangat lama.
Otonomi daerah tersebut mencakup kewenangan daerah untuk menyelesaikan
urusan semua bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, militer, moneter, fiskal, agama, serta
kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Indonesia memasuki babak baru dalam ketatanegaraan dalam pelaksanaan
otonomi daerah. Peraturan mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah
kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (UUPD) dan WUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut

! Ubedillah, dkk, 2000, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Indonesia Center
for Civic Education, him. 170

2 Suparto, 2019, Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip, dan
Urgensinya. Jurnal Hukum UNRI. Pekanbaru: Fakultas Hukum UNRI, him. 4



memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk mengatur pemerintahan
serta keuangan daerah masing-masing.3

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa otonomi adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan4. Otonoml | dapelt dipal:héini" 'sebagai.  kebebasan dan
kemandirian, tetapi bukan sebagai kemerdekaan. Adapun kebebasan dalam
kewenangan yang diberikan merupakan bentuk pemberian kesempatan yang
harus dipertanggung jawabkan. Definisi otonomi tersebut mengandung 2 (dua)
unsur, yaitu adanya pembetian tugas berupa sejumlah pekerjaan yang harus
diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian
kepercayaan berupa kewenangan untuk menetapkan sendiri upaya dalam
menyelesaikan tugas-tugas tersebut.”

Kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan
negara dalam penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah.
Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di
daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan

negara. Pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya sekedar mengenai mekanisme

* Ibid, hlm. 5

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

® Priokta Dwisuda, 2014, Kedudukan Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Bandung: Universitas Pasundan, him. 19



bagaimana menerjemahkan tujuan-tujuan kebijakan kepada prosedur rutin dan
teknis, melainkan lebih jauh lagi yaitu melibatkan faktor-faktor yang mencakup
sumber daya, hubungan antar organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada
golongan politik tertentu®.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah pada tingkat provinsi
dan/atau kabupaten kota masing-masing memiliki Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) DPi{D a.da:la‘h‘ unsur pemerintah daerah yang
susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta
anggotanya merupakan mereka yang dipilih melalui pemilihan umum dan telah
dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden’. DPRD
merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena Indonesia sebagai negara
kesatuan tidak memiliki legislatif daerah, namun demikian kewenangan DPRD
berbeda dengan kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh menjalankan
pemerintahan, sedangkan DPRD memiliki kewenangan yang dibatasi
menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam Pasal 365 Undang-Undang 17 Tahun 2014 DPRD memiliki fungsi
yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran (Pasal
41 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004). Sedangkan dalam Pasal 42

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diubah

® Merilee S. Grindle, 1980, Politic and Policy Implementation in the Third World. Princeton,
Universit7y Press, hlm. 106
Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
hlm. 66



dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menjadi wewenang dari

DPRD adalah sebagai berikut:®

a.

b.

membentuk Perda yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;

membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan
kepala daerah;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan
kerja sama internasional di daerah; & he

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian'kepala daerah/wakil kepala
daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi
dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD
kabupaten/kota;

memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
kepala daerah;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap
rencana perjanjian internasional di daerah;

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah;

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan;

melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Salah satu fungsi yang'dimiliki:DPRDadalah fungsi pengawasan, yang

mana di dalam proses jalannya pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi

untuk mengawasi dan melakukan kontrol terhadap eksekutif daerah, agar sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan

merupakan bentuk tindakan untuk mengawasi tindakan atau kebijakan yang

8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



diambil/dilakukan oleh pemerintah®. Fungsi pengawasan DPRD menjadikan
lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan
terhadap peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Undang-Uﬁé'aﬁg: vte\r‘sébut\,. dijélaékéh bahwa pengawasan terhadap
pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota
DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di
daerah pemilihannya. Karena pada dasarnya, APBD sama dengan APBN yang
membutuhkan pengawasan secara internal dan eksternal. Dimana pengawasan
internal dilakukan oleh pemerintah daerah beserta kelengkapannya, sedangkan
pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Kekuasaan daerah otonom di tingkat kabupaten dipimpin oleh seorang
Bupati. Dengan berlakunya otonomi daerah ,pemerintah daerah memiliki
tanggung jawab untuk mempercepat laju pertumbuhan dan pembangunan daerah,
mensejahterakan, menyerap, dan menjalankan harapan masyarakat. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala daerah dalam

merumuskan kebijakan untuk menjalankan pemerintahan di tingkat daerah.'®

% Aulia Sobri Hakim, 2011, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010, Semarang,
Universitas Negeri Semarang, hlm. 4

*° Ibid, him. 20-21.



APBD sendiri dapat dipahami sebagai rencana keuangan yang menjadi
dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pada hakikatnya, APBD merupakan
salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan
pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. APBD suatu
daerah mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan
sumber-sumber kekayaan daerah.' Adapun yang menjadi unsur-unsur dari
APBD adalah sebagai b‘e'ri'l;'uéizyzv "% |

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi
biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas tersebut, dan terdapat biaya-
biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

d. Periode anggaran, yang biasanya disusun untuk jangka 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Otorisasi, dimana anggaran tersebut menjadi dasar untuk dapat
melaksanakan pendapatan serta belanja daerah pada tahun yang
bersangkutan.

b. Perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi suatu pedoman untuk
manajemen,dalam perencanaan. suatu program atau kegiatan pada tahun yang
bersangkutan -

Cc. Pengawasan, anggaran daerah tersebut menjadi pedoman untuk dapat
menilai aktivitas penyelenaggaraan program kerja yang telah ditetapkan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

d. Alokasi, yaitu anggaran daerah tersebut meningkatkan efisiensi dan
efektivitas perekonomian daerah bersangkutan

1 Angela Andromeda Setiadarma, 2011, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah, Dan Dana Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan
Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: UAJY. hlm. 10

12 Abdul Halim, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat,
hlm. 15-16



e. Distribusi, yaitu memperhatikan pemerataan persebaran untuk menciptakan
keadilan dan kepatutan

f. Stabilisasi, dimana anggaran daerah menjadi alat untuk memelihata dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah®.

Proses penyusunan anggaran yang termasuk dalam APBD suatu daerah
melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 132
disebutkan bahwa DPRD. {p@lakpkan - pengawasan, tetapi bukan merupakan
bentuk pemeriksaan. (a‘udiltor) pengelolaan dan péﬁanggungjawaban APBD,
melainkan lebih kepada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam perencanaan dan penganggaran.

Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu pemerintahan di tingkat
kabupaten, yang ikut melaksanakan APBD dalam menjalankan pemerintahannya.
Kabupaten Tanah Datar sendiri memiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)
yang menjalankan jabatannya untuk periode 2019-2024. Adapun berdasarkan
hasil pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019, DPRD Kabupaten
Tanah Datar Periode 2019-2024 memiliki 35 orang anggota dari 9 partai politik,
dengan perolehan kursi mayoritas dipegang oleh Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra). DPRD Kabupaten memiliki 4 (empat) badan yang terdiri dari Badan
Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Badan Pembentukan

Peraturan Daerah.**

* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
14 https://tanahdatar.go.id/dprd diakses pada 21 Juni 2022 pukul 15.43



Penyelenggaraan fungsi pengawasannya, DPRD Kabupaten Tanah Datar
memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan APBD dari tahap
perencanaan hingga proses evaluasi. Melalui uraian di atas dapat dilihat bahwa
DPRD memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap berjalannya
APBD Kabupaten Tanah Datar. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian yang
berjudul “PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PERIODE 2019-2024 TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2021”

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanah Datar 20217

2. Bagaimana Konsep yang Ideal dalam Hal Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk membahas dan mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar 2021.

2. Untuk membahas dan mengetahui konsep yang ideal dalam hal pelaksanaan
fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. Manfaat Penelitian | | =
Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Untuk membantu pengembangan wawasan dan menambah khazanah ilmu
pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan
Hukum Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar mengenai
penyelenggaraan fungsi pengawasan lembaga tersebut dalam pelaksanaan
APBD.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya
yang juga membahas mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam
pelaksanaan APBD serta menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang

ingin mendalami lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.



E. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari
suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.15
Penelitian pada dasarnya merupakan upaya pencarian terhadap jawaban atas
pertanyaan akademis. Untuk menemukan kebenaran berupa ilmu pengetahuan
tersebut, maka dalai suatu ’ﬁeﬁeiitiaii peﬂﬁ ‘digun‘akan metode yang tepat
sehingga data yang diperoleh sesuai dan dengan cara yang efisien. Maka dari itu,
untuk mencapai hal tersebut dalam penelitian ini digunakan metode penelitian
sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yang bersifat Yuridis Empiris, dimana dalam penelitian ini akan dilakukan
dengan cara meneliti langsung pada kenyataan yang terjadi dalam
masyarakat mengenai bagaimana efektivitas hukum (yang dalam hal ini
fungsi pengawasan DPRD), serta bagaimana hukum ‘atau peraturan tersebut
berjalan dalam pemerintahan daerah.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hal ini karena dari hasil

penelitian ini diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai keadaan

> Ade Saptomo, 2007, Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Unesa University
press, hlm.59



objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa
untuk dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru."®
3. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang berasal dari:

a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama atau da{ta{‘yéhg 'dipéroleh déri penelitian lapangan melalui
wawancara (interview)'’. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian
kepada Drs Yuhardi selaku Sekretaris Dewan, Dra. Donna selaku
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar
(Ketua Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan APBD)
Kabupaten Tanah Datar dan H. Azwar Rabain sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar (Anggota
Komisi 1).

b.  Data Sekunder
Data sekunder_yakni data yang diperoleh: dari-informan penelitian,
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek
penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan serta peraturan
perundang-undangan.

Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari:

*° Ibid, him. 52
' Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
Rajawali Pers, him. 30.



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang

terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

objek penelitian. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan

skripsi ini, terdiri dari:

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang = Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanah Datar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan
hukum ’y‘ar:ig'vmémber‘ikanlpén'jela‘san terhadap bahan hukum
primer (buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, dan
lainnya) yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari
kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian
para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang
dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan tambahan atau dukungan ‘data yang telah ada pada
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus,

ensiklopedia, penelusuran internet, dan lainnya).

4. Teknik Pengumpulan Data

a.

Wawancara
Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data

dengan cara melakukan tanya jawab. Wawancara yang penulis lakukan



b.

yaitu wawancara dengan bentuk semi terstruktur (semi structured
interview) dengan menggunakan pedoman wawancara (interview
guidance) untuk menemukan informasi yang relevan dari para informan.
Dalam penelitian ini penulis melaksanakan wawancara dengan:

1. Dra. Donna sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar
selaku Ketua Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
Wa'vvénCér:;l‘ dviléks'ana‘kan di .K'antOr' DPRD Kabupaten Tanah
Datar.

2. H. Azwar Rabain sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Datar Komisi 1, Fraksi Gerindra.

3. Drs. Yuhardi sebagai Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten
Tanah Datar. Wawancara dilakasanakan di Kantor DPRD
Kabupaten Tanah Datar.

Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk menemukan data-data yang terdapat
dalam berbagai sumber tulisan, buku, jurnal, artikel, serta peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

dalam penelitian ini.



5. Pengolahan dan Analisis Data

a.

Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan
data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.'® Data yang telah
didapat dan diolah melalui proses editing yaitu meneliti kembali
terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga
meningkatkan mutu data sféng ;kan‘di‘:ce‘liti. ‘Dengan editing ini nantinya
penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan
dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan
pengolahan data baik data primer maupun sekunder secara deskriptif
kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai fungsi
pengawasan Dewan Perwakilan Raykat Daerah (selanjutnya disebut
sebagai DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
(selanjutnya’ disebut sebagai APBD) Kabupaten Tanah Datar. Hal ini
dilakukan agar memberikan pemahaman yang tepat mengenai temuan

dan hasil dari penelitian ini.
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'® Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, him.



